FERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA BONTANG
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PASCASARJANA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
PADA PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 100.3.7.1/348/BKPSDM/2024
NOMOR : 12610/UN17.2/HK.07.00/2024

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh dua, bulan Agustus Tahun Dua

Ribu Dua Puluh Empat (22-08-2024), bertempat di Fakultas [lmu Sosial

dan [lmu Politik Universitas Mulawarman, kami yang bertanda tangan di

bawah ini:

1. SUDI PRIYANTO : Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembanagan Sumber Daya Manusia
Kota Bontang, berkedudukan di Jalan
Moch, Roem Graha Taman Praja Blok 1
Lantai Dasar, Kelurahan Bontang Lestari,
yang diangkat berdasarkan Keputusan
Wali Kota Bontang Nomor
821.2/04/BKPSDM.02-1/MS /2020
tanggal 29 Juni 2020, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Kota Bontang, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.

2. FINNAH FOURQONIAH : Dekan Fakultas [mu Sosgial dan [lmu
Politik Universitas Mulawarman,
berkedudukan di Jalan Tanah Grogot
Kampus Gunung Kelua Samarinda, yang



diangkat berdasarkan Keputusan Rektor
Universitas Mulawarman Nomor
2043 /UN17/KP.12.05.2023 tanggal 28
Juli 2023 selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian
Kerja Sama imi disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut
PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut :

bahwa Pemerintah Kota Bontang dan Universitas Mulawarman telah
menandatangani Kesepakatan Bersama MNomor: 139.02/36/PEM.A,
Nomor: 1600/UN17/KS/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Kerja Sama
Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
bahwa PTHAK KESATU adalah Perangkat Daerah Kota Bontang vang
mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia ASN;

bahwa PIHAK KEDUA adalah Dekan Fakultas [lmu Sosial dan [lmu
Politik sebagai penyelenggara Pendidikan Magister Administrasi Publik;
bahwa kesepakatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini didasarkan atas
kebutuhan dan manfaat PARA PIHAK dengan prinsip saling
mendukung, melengkapi dan menguntungkan PARA PIHAK sesuai
kewenangan masing-masing dalam batas kemampuan dan tidak
bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk membuat perjanjian kerja sama ini,
terlebih dahulu memperhatikan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia MNomor 99 Tahun 2000

tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai
Negeri Sipil,

Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah;

. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28

Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri
Sipil Melalui Jalur Pendidikan.

5. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan



Teknologi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di
Perguruan Tingg.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk
melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Pascasarjana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah
Kota Bontang pada Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas
Ilmu Sosial dan lmu Politik Universitas Mulawarman (selanjutnya disebut
“Perjanjian®), dengan ketentuan sebagai berikut:

[

(1)
(2)

Pasal 1

Ketentuan Umum
Daerah adalah Kota Bontang.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota
Bontang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepepawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Bontang,
Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai di
lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang mengajukan permohonan
Tugas Belajar Mandiri kepada Wali Kota Bontang,

. Tugas Belajar Mandiri adalah persetujuan yvang diberikan oleh pejabat

yang berwenang kepada PNS untuk mengikuti pendidikan dengan biaya
Dalam Jaringan selanjutnya disebut Daring adalah aktivitas yang
dilakukan secara online dengan memanfaatkan akses internet.

Luar Jaringan selanjutnya disebut Luring adalah aktivitas yang
dilakukan secara langsung tanpa memanfaatkan akses internet.
Peserta Didik adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bontang yang
mengikuti Program Magister Administrasi Publik Fakultas Sosial Dan
Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai dasar kerja sama PARA PIHAK.

Perjanjian ini bertujuan untuk:

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia PNS di Lingkungan
Pemerintah Kota Bontang; dan

b. mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada
Universitas Mulawarman.



Pasal 3
Objek dan Ruang Lingkup
(1) Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana
bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang pada Program Studi
Magister Administrasi Publik Fakultas [lmu Sosial dan [lmu Politik
Universitas Mulawarman Angkatan 33 Tahun 2024,
(2) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:
a. pemberian tugas belajar mandiri bagi PNS;
b. pelaksanaan perkuliahan; dan
¢. evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4
Pelaksanaan

1. Pemberian tugas belajar mandiri bagi PNS, melalui proses:
a. penyampaian permochonan tugas belajar mandiri bagi PNS kepada
Wali Kota melalui atasan langsung dengan melampirkan :
1} surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah vang ditujukan
kepada Wali Kota c.q Kepala BKPSDM;
2) rekomendasi dari kepala Perangkat Daerah;
3} fotokopi ijazah terakhir vang telah diakui dalam database
kepegawaian, dan dilegalisir oleh pejabat berwenang;
4} penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir;
5) fotokopi surat keputusan (SK) pengangkatan sebagai PNS;
6] fotokopi surat keputusan [SK) pangkat terakhir;
7] fotokopi surat keputusan (SK) jabatan;
8] fotokopi surat akreditasi program studi pada perguruan tingg
yang akan ditempuh dari lembaga yang berwenang;
9] surat pernyataan bermeteral cukup yang menyatakan:
a. bersedia mengikuti kegiatan perkuliahan di luar jam kerja;
b. bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan mulai awal
sampai dengan akhir; dan
c. tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan penyvesuaian
ijazah apabila telah selesai mengikuti pendidikan,
10) Surat pernyataan diketahui Kepala Perangkat Daerah yang
menyatakan:
a. tidak sedang menjalani hukuman disiplin; dan
b. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai
PNS.
11) melampirkan wuraian tugas yang ditanda tangani atasan
langsung.



b. Penerbitan Surat Rekomendasi atas permohonan Tugas Belajar
Mandiri oleh PNS sebagai persetujuan untuk mendaftarkan
diri/ mengikuti seleksi akademik pada program Magister Administrasi
Publik Fakultas Ilmu Scsial dan [lmu Politik Universitas
Mulawarman.

c. Penvampaian hasil seleksi akademik kepada Wali Kota cq Kepala
BKPSDM berupa surat keterangan diterima sebagai mahasiswa baru
Program  Studi Magister Administrasi Publik Universitas
Mulawarman, untuk proses penerbitan Surat Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan PNS Tugas Belajar Mandiri.

2. pelaksanaan perkuliahan Program Studi Magister Administrasi Publik
Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Mulawarman, sebagai
berikut:

a. perkuliahan dilaksanakan bagi PNS yvang telah mendapatkan izin
Tugas Belajar Mandiri dari Wali Kota;

b. sistem perkuliahan dilakukan secara daring dan luring, meliputi:

1) penyampaian materi kuliah;
2) diskusi;

3] pemberian tugas; dan

4] presentasi.

c. jumilah pertemuan tatap muka secara terstruktur dan mandiri sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

d. kuliah teori dilaksanakan selama tiga semester [semester 1,2 dan 3},
sedangkan semester 4 (empat) digunakan untuk penulisan proposal
tesis, seminar proposal, seminar hasil dan ujian tesis.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan secara berkala oleh PARA PIHAK.,

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

(1) PIHAK KESATU berhak:

a. menerima atau menolak permohonan Tugas Belajar Mandiri dari
FNS;

b. terselenggaranya perkuliahan bagi PNS oleh tenaga pengajar yang
berkualitas dan dilengkapi prasarana yang memadai;

¢. memperoleh laporan perkembangan peserta didik secara tertulis dari
PIHAK KEDUA mengenai evaluasi hasil studi PNS setelah semester
berakhir;

d. memperoleh laporan pemberhentian peserta didik oleh PIHAK
KEDUA



(2) PIHAK KEDUA berhak:

a.

memberlakukan ketentuan akademik, administrasi dan keuangan
bagi Peserta Didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,;

menerima biaya pendidikan dari Peserta Didik selama jangka walktu
pendidikan;

mendapatkan informasi terkait peserta didik vang dijatuhi sanksi
administratif oleh PIHAK KESATU; dan

menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta Didik sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

memberhentikan Peserta Didik yang tidak memenuhi syarat
akademis atau melanggar peraturan yang ditetapkan oleh Program
Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan [mu
Politik Universitas Mulawarman.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban:
a. menyampaikan Surat Keputusan Wali Kota tentang Penetapan PNS

Tugas Belajar Mandiri.

b. PIHAK KESATU bersama Perangkat Daerah terkait melakukan

evaluasi secara berkala vang berkaitan dengan pemberian Tugas
Belajar Mandin.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. menyelenggarakan pendidikan dengan tenaga pengajar vang

berkualitas dan dilengkapi prasarana yang memadai;

b. menyampaikan laporan perkembangan peserta didik secara tertulis

berupa Kartu Hasil Studi (KHS) setelah semester berakhir kepada
PIHAK KESATU; dan

c. menyampaikan laporan pemberhentian Peserta Didik kepada PIHAK

KESATU.

Pasal 6
Jangka Waktu

(1) Perjanjian ini berlaku selama maksimal 3 (tiga) tahun terhitung sejak
Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK,
(2) Perjanjian ini berakhir karena:

a. jangka waktu Perjanjian ini berakhir;

b. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang
mangakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;

¢. dikehendald PARA PIHAK; dan

d. salah satu PIHAK melakukan wanprestasi atas satu atau lebih
ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.



(3)

4

(1)
(2)

(3)

4

(S)

Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya dan dapat
diperpanjang dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri atau
memperpanjang harus memberitahukan maksud tersebut secara
tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan
sebelumnya.

Dalam hal perjanjian ini berakhir, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat [2), pengakhiran/pemutusan Perjanjian ini tidak
mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang masih harus
diselesaikan terlebih dahulu sebagai bagian dard pelaksanaan
Perjanjian ini.

Pasal 7
Biaya Pendidikan

Biaya pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta Didik
Tugas Belajar Mandiri.
Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan rincian

sebagai berikut:

a. biaya pendaftaran ; Rp. 175.000,-/orang

b. biaya SPP : Rp. 10.000.000,-/orang/ semester
c. Biaya TOEFL :  Rp. 200.000,- /orang/tes

Biaya SPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berlaku

untuk semester -1V selebihnya dikenakan biava Rp. 630.000,-/SKS

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat (2) dan ayat (3

digunakan untuk pelaksanan Proses Belajar Mengajar sebagaimana

RAB yang diketahui oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian tidak

terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Seluruh biava tersebut diatas disetorkan ke:

a. Nama Rekening : RPL 046 Universitas Mulawarman Untuk Dana
Kelolaan 01

b. Bank : BNI

¢. Nomor Rekening :0213883110



Pasal 8
Keadaan Kahar (Foree Majeure|

(1) Keadaan Kahar adalah kejadian atau peristiwa yang secara layak dan

(2

(3

(%

patut tidak dapat dihindarkan atau dielakkan atau berada di luar

kemampuan manusia untuk menghindarkan kejadian atau peristiwa

tersebut. Adapun Kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), antara lain;

. peperangan (vang dideklarasikany);

. huru-hara;

. sabotase;

. pemberontakan;

. bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan
bencana alam lainnya);

f. wabah penyakit;

g. kebijakan (sebagaimana diumumkan oleh instansi vang berwenang);

dan

h. pemogokan umum,

Apabila terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar, harus memberitahukan
kepada PIHAK lainnya disertai dengan keterangan resmi dari pihak
yvang berwenang paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejalk
terjadinya keadaan kahar, yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis
dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak
terjadinva Keadaan Kahar tersebut.

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap permasalahan yang timbul sebagai
akibat dari kejadian atau peristiwa Keadaan kahar atau menyvebabkan
tidak terlaksananya Perjanjian ini secara tetap akan diselesaikan
secara musyawarah.

Setelah  Keadaan Kahar berakhir, PARA PIHAK wajib untuk
meneruskan segala kewajibannya masing-masing menurut Perjanjian
mni.

(1 JO = S O ]

Pasal 9
Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi permasalahan atau perselisihan, maka PARA PIHAK
sepakat uniuk menyelesaikan dengan cara musyarawah untuk
mufakat berdasarkan azas kekeluargaan.



(1)

(2)

(3)

(4

Pasal 10
Korespondensi dan Komunikasi

Setiap pemberitahuan mengenai Perjanjian disampaikan secara tertulis
dan dikirimkan melalui surat elektronik atau kurir, jasa pos, kepada
wakil-wakil yang telah ditunjuk oleh PARA PIHAK sebagai penanggung
jawab pelaksanaan Perjanjian melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris BKPSDM Kota Bontang a.n Hatamuddin, SE., M.Si

Alamat : Jalan Moch., Roem Graha Taman Praja Blok [l Lantai
Dasar, Kelurahan Bontang Lestari

Telepon : 0812-5301-0066

Email : pengembangan. bkdbtg@gmail.com

PIHAK KEDUA

Wakil Dekan Il Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja Sama
Fakultas [lmu Sosial dan [lmu Politik, Universitas Mulawarman, a.n.

Daryono, M.5i., Ph.D

Alamat : Jalan Tanah Grogot, Kampus Gunung Kelua Samarinda
Telepon : 08125397349
Email : daryono@fisip.unmul.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), perubahannya harus diberitahukan secara
tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja
sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif,
Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau
pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas
atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), diangeap telah diberikan
sebagaimana mestinya.

Setiap pemberitahuan tertulis atau penggunaan sarana komunikasi

data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima atau

disampaikan:

a: pada hari yang sama apabila diserahkan langsung dan dibulktikan
dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (expedisi)
atau tanda tangan lain yang diterbitkan cleh pengirim;

b. pada hari ke 5 (lima) apabila dikirim melalui Pos dan dibuktikan
dengan tanda terima; atau

c. pada harl yang sama apabila dikirim melalui media sosial maupun
email.



Pasal 11
Ketentuan Lain-Lain

(1) Hal-hal yang belum diatur serta perubahan ketentuan dalam perjanjian
ini, akan diatur lebih lanjut secara tertulis cleh PARA PIHAK sebagai
tambahan (addendum| yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) Perjanjian ini tetap mengikat dan berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun
terjadi penggantian/mutasi dari pimpinan masing-masing pihak vang
menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
Penutup

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal
tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.
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